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ABSTRAK

Judul Skripsi  : PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Nama / NPM    :  Edi Siswoyo / 1107350097
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamis wakaf di Indonesia. Undang-Undang Wakaf tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Namun demikian tidak jarang dalam kehidupan masyarakat, pengelola wakaf acap kali melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan sengketa wakaf. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : (1) Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa wakaf ? dan (2) Bagaimana cara penyelesaian dalam hal terjadi sengketa wakaf ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf dan cara penyelesaiannya dalam hal terjadi sengketa wakaf, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penilitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang  faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf dan cara penyelesaiannya dalam hal terjadi sengketa wakaf  dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf, dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir
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